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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah anugrah dari Tuhan Yang Maha

Esa bersifat kodrati dan fundamental yang berlaku secara universal dan

dimiliki siapa saja, dimana saja serta kapanpun. HAM diterapkan oleh

seluruh negara yang berarti HAM perlu dilindungi, dihargai dan dijaga

oleh semua orang. Hak dan kewajiban saling berkaitan maka dalam

melakukan kewajiban, secara tidak langsung akan memberikan dan

menghargai hak asasi manusia orang lain dan diri sendiri.1

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak diperkenankan,

seperti perbuatan perdagangan orang yang merampas hak kemerdekaan

diri, kemerdekaan tiap orang harus dilindungi dari ancaman apapun.2

Manusia sejak lahir memiliki dan menerima hak atas dirinya sendiri, maka

saat tindakan yang merenggut atau merampas hak asasi manusia baik itu

perorangan dan perkelompok akan memberikan tekanan secara fisik

ataupun secara batin. Manusia ialah makhluk sosial, yang dalam

menjalankan kehidupan membutuhkan uang yang didapatkan dari

pekerjaan, tetap saja tidak wajar jika pekerjaan yang dikerjakan melanggar

1 Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana
dan Pencegahannya, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm 2.

2 Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN
No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 6 ayat (1).
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hukum seperti diperdagangkan dengan maksud tertentu, yang secara jelas

negara melarang perbuatan tersebut.

Pada Perang Dunia ke-II terjadi kejahatan internasional pada

kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Dampak atas peristiwa tersebut

tentu menimbulkan perasaan trauma pada negara yang terlibat karena

menyebabkan kerugian materiil ataupun immaterii bahkan korban jiwa

sehingga perlu aturan yang memberikan perlindungan untuk menjamin

keamanan manusia.3 Pada Charter of the International Military Tribunal

(Mahkamah Militer Internasional) atau London Agreement, August 08 1945

dijabarkan pada Pasal 6 mengenai kejahatan yang berkaitan dengan

kemanusiaan, yaitu:4 pembunuhan, pembasmian/pemusnahan terhadap

etnis/kelompok tertentu, pengusiran, perbudakan, tindakan-tindakan lain

yang tidak manusiawi dan dilakukan terhadap penduduk sipil, baik sebelum

atau selesai peperangan, penyiksaan atau penganiayaan yang berlandaskan

atau dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politik, ras, agama, dan dihubungkan

dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang.

Sistem kesejahteraan rakyat (welfare state) dianut oleh Indonesia. Di

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD

RI 1945) berisikan:5 “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia …” artinya negara harus selalu berupaya dalam

3 I Wayan Parthiana, 2004, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, Bandung: CV
Yrama Widya, Hlm 23.

4 Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the
prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement"),
1945, diakses pada https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html Rabu, 26 Oktober 2022 Pukul
17.00 WIB.

5 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pembukaan Alinea IV.

https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html
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melindungi dan mensejahterakan rakyat, pada Pasal 23 ayat (1) UUD RI

1945: “… keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan

rakyat”,6 dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945: “… warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak …”7 seyogyanya rakyat harus

memiliki kehidupan yang layak dan memiliki pekerjaan sebagai penyambung

hidup dalam pencarian nafkah maka dapat dihubungkan dengan Pasal 23

ayat (1) UUD RI 1945 negara bisa mengelola anggaran keuangan untuk

menciptakan lapangan pekerjaan serta Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya …”,8 Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak untuk

memajukan dirinya …“9 dan Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 “Setiap orang

berhak mendapat … persamaan dan keadilan”10 mengatur tentang pentingnya

kesejahteraan rakyat yang dijunjung oleh negara Indonesia.

Perbudakan berasal dari kata “Budak” didefinisikan sebagai

seseorang harus merendahkan dirinya untuk menjalankan tugas dan taat pada

perintah serta tunduk pada tuannya (orang yang membeli budak

menggunakan uang atau sebagainya). Hal ini telah melanggar oleh peraturan

negara dan melanggar hak asasi manusia, salah satunya hak kemerdekaan.11

6 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pasal 23 ayat (1).

7 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pasal 27 ayat (2).

8 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pasal 28C ayat (1).

9 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pasal 28C ayat (1).

10 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun
1959, Pasal 28H ayat (2).

11 Henny Nuraeny, Op.Cit., Hlm 4.
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Human Trafficking (Perdagangan orang) didefinisikan sebagai

perbuatan yang menempatkan seseorang tidak ditempat yang semestinya

menggunakan tipu daya untuk diselundupkan secara ilegal dan dilakukannya

pemalsuan dokument/data yang bertujuan agar korban dapat dipekerjakan

didalam ataupun diluar negeri. Pengancaman, penipuan dan tipu muslihat

tak luput dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan korban agar korban

tidak memiliki kuasa untuk melakukan penolakan.12 Di negara berkembang

sering ditemui tindak pidana human trafficking dengan mengiming-imingi

gaji besar kepada korban dan tentunya pelaku akan memperoleh keuntungan

atas perdagangan orang ini. Korban yang dimanfaatkan kerapkali tidak

mengetahui bahwa dirinya telah dipekerjakan secara ilegal dan melanggar

peraturan perundang-undangan.13

Korban ialah seseorang yang mengalami kerugian dari peristiwa

tertentu yang dilakukan kepadanya.14 Korban dari tindak pidana human

trafficking (perdagangan orang) memiliki potensi untuk mengalami rasa

trauma akan kekerasan fisik, psikis dan penerimaan tekanan.15

12 Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 2720, Pasal 1 angka 1.

13 Okky Chahyo Nugroho, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime), Jurnal
Penelitian Hukum De Jure : No : 30/E/KPT/2018, 2018, Hlm 544,
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/485/pdf diakses pada Selasa, 23
Agustus 2022 Pukul 16.23 WIB.

14 Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
Hlm 13.

15 Dewi Bunga, Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi,
Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol XIV, No. 2, 2019, Hlm 53,
http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/view/1253 diakses pada 24 Agustus 2022 Pukul
03.00 WIB.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/485/pdf
http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/view/1253
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Pelaku dan korban kejahatan bisa berasal dari masyarakat bahkan

pemerintah dan negara, korban sebagai pihak yang dirugikan ialah dampak

dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka konsep untuk

memposisikan hukum korban sangat diperlukan, adapun konsep kejahatan

ada 2 (dua) macam, sebagai berikut : 16

1) Restributive Justice, tindak kejahatan timbul akibat aturan negara yang

dilanggar dan membahayakan kepentingan publik yang dipresentasikan

oleh instrumen demokratik negara.

2) Restorative Justice, tindak kejahatan timbul akibat permasalahan antar

individu atau kelompok dalam masyarakat dan/atau negara yang

mengalami kerugian atas tindakan pelaku.

Penindakan tegas tindak pidana human traffiking di Indonesia

diwujudkan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Peraturan Presiden Nomor 69

Tahun 2008) dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO

2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Kebijakan diberlakukan di seluruh

provinsi dan dibentuk 32 gugus tugas Provinsi dan 245 gugus tugas

Kabupaten/Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

bahaya dan dilarangnya perbuatan perdagangan orang dan dibantu oleh

Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

16 Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur:
Sinar Grafika, Hlm 41-44.
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Perlindungan Anak, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). 17

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk

yang masih berada dalam kandungan18 disebut anak untuk memastikan

tumbuh kembang baik fisik dan psiskis anak terjamin diperlukannya

kerjasama tiap orang bahkan negara karena anak adalah regenerasi bangsa.19

Sehingga sangat penting untuk menjauhkan anak dari tindakan eksplotasi,

penelantaran, penganiayaan dan tindakan lain yang merugikan anak serta

anak harus diberikan perlindungan supaya lebih terjamin.20

Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sempat mengatur

tentang tindak pidana perdagangan orang dan dicabut sebagai bagian dari

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Undang-

undang ini sendiri telah mencakup mengenai perlindungan korban dan

pemberian sanksi bagi pelaku. Adapun mengenai perdagangan anak terdapat

pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang

17 Evida Kartini & Meidi Kosandi, Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan
Orang di Kalimantan Barat (Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan),
Jurnal HAM : Vol : 11, No : 3, 2020, Hlm 334,
https://www.academia.edu/download/68421228/pdf.pdf diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul
10.00 WIB.

18 Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.
109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 1 angka 1.

19 Tolib Setiady,2010, Pokok-pokok Hukum Pidana Penintensier Indonesia, Bandung:
Alfabeta, Hlm 215.

20 Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.
109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 13 ayat (1).

https://www.academia.edu/download/68421228/pdf.pdf
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Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak, berisikan:21

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak …
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia, tindak pidana perdagangan orang

terus meningkat dan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan

dan Anak (SIMFONI PPA). Didapatkan laporan lima tahunan Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-

TPPO) sebagai berikut: 22

Tabel 1. 1 Laporan lima tahunan GTPP-O

Tahun Total

Korban

Perempuan Laki-laki Perempuan

berusia anak

2015-2019 2648 2319 329

2016-2020 1287

2019 186

2020 379

Sumber :kemenpppa.go.id

21 Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.
109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 83.

22 Siaran Pers Nomor : B-265/SETMEN.HM.02.04/07/2021,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-
banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang diakses pada 04 September 2022 Jam
19.00 WIB.

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang
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Laporan tahun 2021 menerangkan perdagangan orang khususnya

pada perempuan sangat meningkat dan memprihatinkan. Korban tindak

pidana human trafficking akan memperoleh pendampingan dari Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak

prosedural (pendampingan), perlindungan hukum, fasilitas ganti rugi dan

lainnya, hal ini dapat dilandasi dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.23

Pada tahun 2018, terjadi perdagangan orang dengan korban dibawah

umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, dengan kasus posisi anak korban mulanya

menemukan postingan di media sosial Facebook tepatnya dalam grup

lowongan kerja NTT yang menawarkan pekerjaan di Kota Jakarta.

Dijelaskan pada Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dengan Terdakwa

bernama Partini, anak korban menghubungi rekan Terdakwa (dalam berkas

terpisah) untuk bekerja di Jakarta. Akan tetapi karena tidak mendapat izin

orang tua, penandatanganan kontrak kerja anak korban diwakili oleh ibu

temannya atas anjuran dari Terdakwa lain. Anak korban bersama temannya

bertemu dengan Terdakwa Partini di Kota Jakarta yang dalam pemeriksaan

identitas anak korban diketahui masih dibawah umur dan saat dikonfirmasi

kepada Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) hal ini tidak menjadi

persoalan karena anak korban yang memang ingin bekerja. Setelahnya anak

23 Siaran Pers Nomor : B-471/SETMEN/HM.02.04/11/2021,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3556/perempuan-dan-anak-rentan-menjadi-
korban-tppo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi diakses pada
Jum’at, 16 September 2022 Pukul 23.45 WIB.

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3556/perempuan-dan-anak-rentan-menjadi-korban-tppo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3556/perempuan-dan-anak-rentan-menjadi-korban-tppo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi
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korban dipekerjakan di Kota Medan, tidak selang orangtua anak korban

meminta agar anak korban dipulangkan. Atas perbuatannya, Terdakwa

Partini memperoleh keuntungan Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus

ribu rupiah) dan diancam dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berisikan :24

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut
ter-eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisikan

“Dipidana sebagai pembuat (dader) … yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”25 dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lainnya. Akibat perbuatannya, Partini dituntut oleh

penuntut umum penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan restitusi sebesar Rp. 2.847.500 (dua

juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah). Dalam Putusan

tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm, hakim

mengadili terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda

Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3

(tiga) bulan serta membayar restitusi kepada korban Rp. 1.000.000 (satu juta

rupiah) yang apabila selama 14 (empat belas) hari tidak dibayarkannya

24 Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720, Pasal 6.

25 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73
Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958, Pasal 55 ayat (1) ke-1.
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restitusi berakibat harta benda terdakwa disita oleh negara dan dilelang untuk

membayar restitusi kepada korban.26 Setelah menerima putusan pertama

Partini mengajukan banding dengan Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg

dan memperoleh putusan baru dari Majelis Hakim tingkat Banding yaitu

dengan tuntutan Pasal yang sama dan perubahan masa hukuman yaitu pidana

penjara menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan menguatkan amar selain

dan selebihnya.27 Maka terjadi keringanan/pengurangan atas sanksi yang

didapatkan oleh Terdakwa Partini.

Pada kasus lain dengan korban dibawah umur yang terjadi di Provinsi

Nusa Tenggara Timur tepatnya Kota Kupang, terjadi pengeksploitasian anak

dari Indonesia ke negara Malaysia di tahun 2011. Dalam perkara ini yaitu

Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT.Kpg, Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli

ditangkap atas perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang pada posisi

nya sebagai sopir dalam pengantaran korban kepada pihak lain pada bulan

Desember tahun 2011 bertempat tinggal di Kecamatan Maulafa, Kota

Kupang. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dikenakan Pasal 6 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang :28

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut
tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

26 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.
27 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg.
28 Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720, Pasal 6.
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Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisikan

“Dipidana sebagai pembuat (dader) … yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”29 dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lainnya. Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa

dengan Pidana Penjara 07 (tujuh) tahun, pidana denda Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dan membebankan restitusi Rp. 120.648.000,- (seratus

dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Adapun pada

Putusan tingkat Pertama dengan Nomor Putusan 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg

menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun,

pembayaran restitusi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perkara ini

diputuskan pada Kamis 17 Maret 2022.30 Setelahnya diajukan banding

dengan Putusan Nomor 33/PID/2022/PT Kpg dalam tuntutan Pasal yang

sama akan tetapi dengan putusan yang berbeda yaitu dengan memperbaiki

putusan amar sebelumnya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan)

tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan harus membayar

denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu)

tahun penjara dan membebankan kepada terdakwa harus membayar Restitusi

sebesar Rp. 120.648.000,00- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh

delapan ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.31 Maka terjadi

29 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73
Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958, Pasal 55 ayat (1) ke-1.

30 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg
31 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.
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perubahan dan dalam pertimbangan hakim memberikan pidana penjara lebih

berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Elliasar Muskanan Alias Eli

dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg dan Pada Putusan Banding

dengan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg kepada korban yaitu Sitrianda Naufninu

dibulan Desember 2011 dengan perbuatan perdagangan orang,

pengeksploitasian orang dari Indonesia ke Malaysia dan langsung

dipekerjakan pada Mr. Lim Joeyong dan Ms. Teo Lie Hoa selama 9

(Sembilan) tahun. Di tahun 2021 korban pulang ke Indonesia diinapkan dulu

di rumah salah satu pelaku. Setelah kejadian ini, korban diantar pulang ke

rumah keluarganya. Saat keluarga korban yaitu Sitrianda Naufninu

mengetahui kejadian yang dialami korban, keluarganya pada tahun 2021

melapor ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk diproses secara

hukum.

Penerapan hukum pidana harus memberikan kepastian hukum diatur

dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dikenal

sebagai asas Ansem von Feurback (1775-1833) atau asas legalitas yaitu

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Adapun

unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :32

32 Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika,
Hlm 2.
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1) Harus ada norma pidana tertentu yang memberikan hukuman kepada orang

yang melanggar norma pidana.

2) Undang-undang dijadikan landasan norma hukum pidana.

3) Norma hukum pidana yaitu berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemberian

sanksi yaitu pidana kumulatif mencakup pidana denda dan pidana penjara.

Hakim saat menjatuhkan pidana memiliki dan diberikan kebebasan akan

tetapi dalam penjatuhan putusan harus berlandaskan Undang-undang,

peraturan terkait, jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana

(strafsoort strafmaat dan strafmodus atau straft modaliteit), adapun hakim

dianggap memahami hukum yang seyogyanya harus diterapkan (juria novit

curia).33 Hakim dibebaskan dalam menilai, mempertimbangkan penjatuhan

pidana yang tepat tanpa campur tangan siapa pun dengan melihat bukti yang

ditentukan peraturan dan keterlibatan pelaku pada tindak pidana.34

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin mengkaji dan

menganalisis penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Yang Dijatuhi

Pidana Minimum (Studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan

Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg)”.

33 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm 132.

34 I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-teori Hukum, Jawa
Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Hlm 190.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana human

trafficking (studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan

Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg)?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban atas tindak pidana

human trafficking dari perspektif hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim

terhadap tindak pidana human trafficking (studi Putusan Nomor

100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg).

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap

anak korban atas tindak pidana human trafficking dari perspektif

hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini memberikan manfaat

pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya pada tindak

pidana perdagangan orang.

b. Secara praktis, untuk menambah wawasan bagi penulis dan sebagai

bahan pertimbangan bagi para penegak hukum serta masyarakat
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dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (human

trafficking) khususnya pada eksploitasi anak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis hanya

membatasi pada pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana human

trafficking dalam Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor

33/Pid/2022/PT Kpg serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak

pidana human trafficking.

E. Kerangka Teoritis

Landasan teori yang digunakan penulis untuk memperoleh hasil

penelitian, sebagai berikut :

1. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi dilandasi oleh filsafat. Pemberian putusan

yang dilakukan oleh hakim demi menegakkan keadilan maka sebelum

memberi putusan harus melalui pertimbangan dan pemeriksaan tingkat

kejahatan yang serupa apabila ada dan hakim harus melihat posisi pelaku

dan kepentingan pihak korban dan keluarga. Selanjutnya setelah melihat

pertimbangan dari berbagai aspek maka hakim akan mencari peraturan atau

Pasal yang relevan untuk dikenakan pada pelaku atas tindak kejahatan yang



16

dilakukan Keputusan hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun

karena memeriksa, memutuskan dan mengadili ialah tugas hakim.35

2. Teori Pemidanaan

Pembenaran mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku,

dalam teori pemidanaan ada 3 (tiga) identifikasi sebagai berikut :36

a. Teori Pembalasan (Vergelding Theorie) diartikan sebagai sanksi yang

dijatuhi oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan, sanksi diberikan

sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorie) diartikan sebagai sanksi

yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk wujud untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakkan tata

tertib dan/atau norma.37

c. Teori Gabungan (Vereniging Theorien) mencakup vergelding theorie

dan doel theorie yang artinya sanksi yang diberikan kepada pelaku

kejahatan selain sebagai pembalasan atas tindak kejahatannya juga

sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan kejahatan kepada

masyarakat. Pemberian sanksi sebagai pemberi jera agar orang lain tidak

melakukan tindakan serupa yang melanggar aturan.38

35 Oheo K. Haris, et. al., Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak
Pidana Korupsi, Amanna Gappa, Vol 27. No. 1, 2019, Hlm 6,
https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954 diakses pada Kamis, 01 September 2022
Pukul 17.35 WIB.

36 I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha, Op.Cit., Hlm 175.
37 Ibid, Hlm 176
38 Ibid, Hlm 177.

https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954
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3. Teori Perlindungan Hukum

Philipis M.Hadjon menurutnya pemberian perlindungan

menggunakan dua sarana yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan

sarana perlindungan hukum respresif. Di Indonesia perlindungan hukum

diberikan berdasarkan asas negara hukum Pancasila. Hakikatnya, manusia

selalu mencari keseimbangan antara hak dan kewajibannya, maka apabila

haknya direnggut akan selalu mencari perlindungan sehingga mencapai

hidup yang selaras.39

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif artinya

sesuatu yang ada dan tercantum di peraturan perundang-undangan (law in

books) berlandaskan asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.40 Penelitian normatif

berfungsi dalam pemberian argumentasi yuridis jika terjadi kekosongan,

kekaburan bahkan konflik norma. Penelitian ini berperan untuk

mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu

normatif yang sui generis.41

39 Ibid, Hlm 165-167.
40 Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 12-13.
41 I Made Pasek Diantha, Op.Cit., Hlm 13.
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2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini diperlukannya pembahasan mengenai peraturan

perundang-undangan dan bagaimana hakim mengkaitkan kasus dengan

peraturan tersebut. Adapun dalam pendekatannya, penulis menggunakan

pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Permasalahan hukum atau norma yang apabila terjadi masalah

norma yang bersifat horizontal maka akan menggunakan peraturan

perundang-undangan yang baru dan bersifat khusus mengesampingkan

peraturan perundang-undangan yang lama dalam substansi yang sama

hal ini dikenal dengan adagium “lex specialis derogate legi generali”.

Adapun dalam penyelesaian masalah yang bersifat vertikal

menggunakan prinsip peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan

dikenal sebagai adagium “lex superior derogate legi inferior”.42

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi putusan-

putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk

digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.43

42 I Made Pasek Diantha, Op.Cit, Hlm 156-157.
43 Ibid, Hlm 165.
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3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.44

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73

Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.45

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana.46

4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang.47

5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia.48

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.49

7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.50

44 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, LN No. 75 Tahun 1959.
45 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73

Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958.
46 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
47 Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.
48 Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No.

165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
49 Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.

109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
50 Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
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8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.51

9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban.52

10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban.53

11) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.54

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada

Saksi dan Korban.55

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi

dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.56

14) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.57

51 Republik Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun
2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

52 Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun
2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

53 Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

54 Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN
No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

55 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Pemberian Kompensasi Restitusi dan
Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

56 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. PP No. 9 Tahun 2008, LN
No. 22 Tahun 2008, TLN No. 4818.

57 Republik Indonesia, Undang-undang Grasi, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun
2002, TLN No. 4234.
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15) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor

79/Pid.Sus/2020/PN Olm.58

16) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT

Kpg.59

17) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor

179/Pid.Sus/2021/PN Kpg.60

18) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT

Kpg.61

b. Bahan Hukum Sekunder

Penguatan bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder

melalui rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian dan pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Penguatan sumber hukum primer dan sekunder dibantu oleh

bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, jurnal hukum, internet

dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan

berupa bantuan buku, jurnal, artikel, internet dan putusan hakim yang telah

inkcraht yang akan dihubungkan dan dikaitkan.

58 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.
59 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg.
60 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg.
61 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.
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5. Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan dari bahan hukum yang telah terkumpul

menggunakan norma hukum positif dan yurisprudensi (keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap). Untuk

memperoleh penelitian maka norma hulum akan dianalisis dan

dihubungkan dengan keputusan pengadilan yang telah inkcraht.62

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif dan

bertumpu pada analisis kasus yang menggunakan metode IRAC sebagai

berikut :63

a. Issue (kasus dengan fokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan,

analisis yang diteliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan

mana persoalan ikutannya)

b. Rule of Law (aturan hukum mana yang mengatur dan melanggar),

c. Argument (diskusi yang diaplikasikan dalam pengujian hukum dan fakta)

d. Conclusion (putusan dan hukuman).

Maka dengan ini akan didapatkan kesimpulan dari pembahasan

atau penelitian dari suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena

tertentu dan konkrit dihadapi.

62 Ibid, Hlm 27.
63 Yati Nurhayati, et,al., Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol 2, No. 1, 2021, Hlm 12,
https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7 diakses pada Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul
23.24 WIB

https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7
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